GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

Menimbang : a.  bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah pasal 116 avat (1} menyatakan
Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerals tentang Penjabaran
APBD yang telah dievaluasi ditetaplkan oleh Kepala
Daerah menjadi Peraturan Daerah tentang APBD dan

| Peraturan Kepala Deerah tentang Penjabaran APBD:

b.  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  scbagaimana
dimaksud dalam huruf & perlu menetapkan Peraturan
Daeraly tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Dacrah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2018;

. Mengingat : 1. Undang-Undang Nemor 25 Tahun 2002 tentang
Pembentukan  Provinsi Kepulauwan Riau [Lembaran
Negara Hepublik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111,

Tambahan Lembaran Negara Repullik Indonesia Nomor
4237);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara -
Eepublik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang Undang Nomor ! Tahun 2004  tentang
Perbendaharaan MNegara (Lembaran MNegara Republik
Indonesia. Tahun 2004 Nomor 5, Tambshan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomor 4355);
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Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungiawab Keuangan
Megara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Momor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400),

Undang-Undang MNomor 33 Tahun 2004 i(entang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republike
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Nepara Republik lh_q'nnesia Nomor S5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomar 5679);

Undang-Undang Noemor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tabun Angpgaran 2018
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2017 Nomor

233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Momor 6138);

Peraturean Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Eepublik Indonesia Nomor 4575},

Peraturan - Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelplaan Keuangan Daeralhh (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemenntah Nomor 63 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Hepublilk
Indonesia Momor 4585);

Peraturan Pemerintah Momor 39 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Kencana Pembangunan (Lembaran MNegara Republik
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Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran
MNegara Hepublik Indonesia Nomor <4663),

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Masional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4664);

Peraturan Pemerintah MNomor 3 Tahun 2007 tentang
Laporan Penyelenggaraan Pemeorintahan Daerah Kepada
Pemerintah, Laporan Reterangan Pertanggungjawaban
Kepala Dacrah Kepada Dewan Perwakilan Rakyatl Dacrah,
dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemeérintahan
Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor & Tahun 2008 tentang
Pedoman Ewvaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tehun
2008 Nomor, Tambabhan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4815);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tehun 2008 Momor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);

Peraturan Pemerintahh Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keunangan dan Admnistratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaren Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Megara
Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Megeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
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Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310j);

Peraturan Menter:t Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan HRencana
Pembangunan Daerah,

Peraturan Mcnieri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pembernian Hibah dan Bantuan Sosial
yvang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tehun 2011
Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yvang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 54 1};

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825):

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2
Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau 2005-2025
(Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009
MNomor 2);

Peraturan Daecrah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7
Tahun 2016 tentang Pembeniukan dan Susunan
Perangkat Dacrah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran
Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau
MNomor 4 1);

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor R
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-
2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun
2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Kepulauan Riau Nomor 42);

Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Momor 27 Tahun
<016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 (Berita Daerah
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 405);
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28, Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 60 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas f
dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita
Daerah Provinsi Kepulauan Risn Tahun 2016 Nomor 374);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI HKEPULAUAN RIAU
dan
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH .TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA EIJ.H..ER.&H PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN
ANGGARAN 2018

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun
Anggaran 2018 berjumlah Rp3.594.253.842.620,00 dengan rincian sebagai
berilout

I. Pendapatan Dacrah Rp 3.494.771.742.620,00

2. Belanja Daerah Hp 3.594.253.842 620.00 [
Diefisit Rp (99482, 100.000,00)

3. Pembiayaan Daerah
a. Penerimaan Ep  100,000.000.000,00
b. Pengeluaran Ep 517.900.000,00(-)
Pembiayaan Netto Rp 90482, 100.000,00
Sisa Lebih Pembiavaan Anggaran
Tahun berkenaan Ep B 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Dacrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdir dari

a. Pendapatan Asli Dacrah Rp 1.223.732.043.960,00
b. Dana Perimbangan Rp 2.264.8309.698.660,00
¢. Lain-lain Pendapatan vang Sah Rp 6. 200 000.000,00

(2] Pendapatan Asli Dacrah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri dar jenis Pendapatan |

é. Pajak Daerah Ep 1.063.247.043.960,00
b. Retribusi Daeraly Rp T3.405,000.000,00
<. Hasil Pengelolaan Kekayaan
' Daerah yang Dipisalikan Rp 3.150,000.000,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli
Daerah yang sah Rp 83.930.000.000,00
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(5)

Dansa Perimbangan scbagrimana dimaksud pada ayat (1) huraf b terdin

dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak/

Bagi Hasil Bukan Pajak Rp

L. Dana Alokasi Urmam

¢. Dana Alokasi Khusus Rp

427.801.584.810,00
Rp 1,257 386.100.000,00
579.652.013.850,00

Lain-lain Pendapatan yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huraf

¢ terdiri dari jenis pendapatan :

g Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
b. Lain-Lain Pendapatan Dacrah Yang Sah

Rp
Rp

5.000.000.000,00
1.200.000.00:0,00

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahken sebagaimana
dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) ht!.rul'c termaksud Penerimaan Deviden
Non Tunai Bank Riau Kepri sejumlah - Rp 517.900.000,00

Pasal 3

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

Rp 1.473.157.383,956,00
Rp 2.121.096.458 664,00

a. Belanja Tidak Langsung
b. Belanja Langsung

Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

Aerdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai

b. Belanja Hibah

¢, Belanja Bantuan Sosial

d. Belanja Bagi Hasil kepada
Provinsi / Kabupaten /Kota dan
Pemerintah Desa

€. Belanja Bantuan Keuangan kepada
Provinsi/ Kabupaten, Kota dan
Pemerintahan Desa

. Belanja Tidak Terduga

Rp
kp
kp

kp

Ep
Rp

638,934, 593.660,00
354.054.917.218,00
4.210.000,000 00

472.311.999. 446,00

1.645.873.632,00
2.000.000.00:0,00

Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huraf b terdiri dari

jenis belanja ;

a. Belanja Pegawal
b. Belanja Barang dan Jasa

c. Belanja Modal

Pasal 4

Rp 266.344 506,081 ,00
Rp 1.125.593.433,504,00

kEp

729.158.429.079,00

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdird dari :

a, Penerimaan Pembiayaan Daerah
b. Pengeluaran Pembiayaan Dacrah

-

Ep

100.000.000.000,00

S17.900,000,00
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(2) Penerimaan Pembiayaan Daerali sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a terdiri dari jenis penerimaan pembiayaan .

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran REp  100.000,000.000,00
Tahun Anggaran Sehelumnya

(3] Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b terdiri dari jenis pengeluaran pembiayaan :

a. Penyertaan Modal BUMD atas Deviden Rp S517.900.000,00
Mon Tunai Bank Riau Kepn

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Provinsi
Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2018 sébagaimana dimaksud dalam Pasal 1,
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

l. Lampiran | Ringkasan APBD;

2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah
dan Organisasi SKPD;

3. Lampiran [l Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan,

. Lampiran IV Relkapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi SKPD, Program dan kegiatan,

. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan

Keterpaduan Urusan Pemerintahan Dacrah dan Fungsi
Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

). Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

. Lampiran VII Dattar Pilutang Daeral;

. Lampiran VIl Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;

. Llampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Asect Tetap
Daeral;

. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Asct
lainnya;

il. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang

belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun
anggaran ini;

- Lampiran Xl Dafrar Dana Cadangan Daerah; dan

. Lampiran XIll Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.
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Pasal 6

Apabila proyeksi penerimaan pendapatan daerah tidak tercapai, maka Kepala
Daerah dapat melaksanakan upaya pengendalion kas daerah dalam rangla
pengelolaan keuangan daerah sccara sehat.

Pasal 7

Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang bersifat mengikat dan harus
dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dalam jumlah yang cukup nunitul
keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran bersanghkutan seperti gaji
pegawai, tambahan penghasilan, dan belanja lainnya yang melekat pada
komponen penghasilan, dapat dimungkinkan untuk dilakulkan pergeseran
anggaran antar Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja.

-

Pasal 8

Dalam keadaan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran
vang belum tersedia anggarannys, untuk selanjutnya dituangkan dalam
Rancangan APBD/ Rancangan Perubahan APBD.

Pasal 9

Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 termasuk untuk keperluan
belanja mendesak yang kriterianya ditetapkan dalam Peraturan Kepala Dacrah.

Pasal 10

Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal B mencakup:

a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyvarakal yang anggarannya
belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan

b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan
kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Dacrah dan masyarakal.

Pasal 11

(1) Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya
tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan
bencang alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya,
termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun
sebelumnya yang telah ditutup.

(2) Kegiatan yang bersifat tidak biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1]
yaitu untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan te rhadap
stabilitas penyelengparaan pemerintahan demi terciptanya keamanan,
ketentraman dan ketertiban masyarakat di dacrah.
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(3) Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya
vang telah ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didulkung
dengan bukti-bukt yang sah.

Pasal 12

Gubernur menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Angparan
2018 sebagsai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 13

Peraturan Dacrah ini mulai berlaku pada tanggal diundanglkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provins
Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 29 Deseamber 2017

o
/ NURDIN BASIRUN

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSL.EEPULAUAN

. ARIF FADILLAH
LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2017 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU : 10/452/2017




